
115 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Akbar, Y. D. (2021). Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Kinerja Kepala 

Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat. (Jurnal Hukum Tata 

Negara,Qaumiyah.org.  

Alfian, L. (2022). Efektivitas Pendamping Masyarakat Desa Persepektif 

Pasal 2 Permendes PDTT Nomor 19 Tahun 2020. 

repository.uinbanten.ac.id. 

Apriani, G. (2020). Kinerja Aparatur Pemerintah Desa,. Fokus. 

Arfah Dina, D. Y. (2022). Teori Kinerja Guru Dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan. Jurnal Edukasi Nonformal. 

Aziz, N. L. (2016). Otonomi Desa Dan Aktivitas Dana Desa. Jurnal 

Penelitian Politik. 

Anjar Kurniawan. Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap 

Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan 

Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan). 

Repository.Radenintan.Ac.Id, 2018. 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/1._ahmed-

affective_economies_0.pdf%0Ahttp://www.laviedesidees.fr/Vers-

une-anthropologie-

critique.html%0Ahttp://www.cairn.info.lama.univ-

amu.fr/resume.php?ID_ARTICLE=CEA_202_0563%5Cnhttp://ww

w.cairn.info.  CITATION Pro1 \l 1057   (Prof.)   CITATION 

Tempatpenampung1 \l 1057   (Tempatpenampung1)   CITATION 

DrM14 \l 1057   (Dr. Muhamad Iqbal, 2014)  



116 

 

Apriani, Gradila. “Kinerja Aparatur Pemerintah Desa.” FOKUS 18, no. 1 

(2020): 44–50. https://doi.org/10.51826/fokus.v18i1.394. 

Duadji, Noverman. “Good Governance Dalam Pemerintahan.” Jurnal 

Sosial Dan Pembangunan 28 (2012): 201–9. 

https://doi.org/10.35724/mjpa.v1i2.1985. 

Dinoroy M. Aritonang, S. (2016). Kebijakan Desentralisai Untuk Desa 

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

Jurnal Legislasi Indonesia. 

Djazuli, P. H. (2017). Fiqh Siyasah implementasi Kemaslahatan Umat 

dalam Rambu-rambu Syariah. Jakarta: KENCANA. 

Djazuli, P. H. (2018). Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, Dan 

Penerapan HUkum Islam. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP. 

Dr. Muhamad Iqbal, M. (2014). FIQH SIYASAH Kontekstual Doktirn 

Politik Islam. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP. 

Dr.Fenti Hikmawati, M. (2017). Metodologi Penelitian. Depok: 2017. 

Dr. Lukman Arake, L. M. (2020). Hadis-Hadis Politik Dan Pemerintah. 

D.I. Yogyakarta: Lintas Nalar. 

 

Efrat Julianto Reo, H. N. (2023). Kinerja Pemerintahan Desa Dalam 

Menangani Kenakalan Remaja Di Desa Kemba Kecamatan 

Pamoana Timur Kabupaten Poso. Jurnal Governance. 

Eko, A. A. (2003). Membangun Good Governance Di Desa. Yogyakarta: 

IRE Press. 

Enceng, BI Liestyodono, and MW Purwaningdyah. “Meningkatkan 

Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Good 

Governance.” Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS 2, no. 1 

(2008): 33–43. 



117 

 

Fitriyani, Abd Basir, and Abdul Rouf Fansyuri. “Konsep Negara Dalam 

Fiqih Siyasah.” Farabi 19, no. 1 (2022): 1–15. 

https://doi.org/10.30603/jf.v19i1.2634. 

Fitri. (2015). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa Pada Desa Vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi. 

Jurnal Katalogis. 

Gaon, N. T. (2020). Teori Kepemimpina. Jurnal Menajemen Dan Bisnis. 

Hakim, L. (2013). Problem Demoktriasi Dalam Good Govermenet Diera 

Reformasi. UB Pres. 

Hasan, Mustofa. “Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah 

Fikih.” MADANIA XVIII, no. 105 (n.d.). 

Indonesia, Presiden Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” Jakarta, 2014, 1–38. 

https://doi.org/10.1145/2904081.2904088. 

Islahuddin, Muhammad. “Good Governance Dalam Perspektif Hukum 

Islam (Studi Penelitian Ilmu Ushul Fiqh).” Asy-Syari’ah, 2020, 49–

64. 

Ibrahim, D. (2019). Al-Qwa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih). 

mynida.stainidaeladabi.ac.id. 

Kadri, Wahijul, and Nurul Hidayah Tumadi. “Siyasah Syariyah Dan Fiqih 

Siyasah.” Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara 5, no. 2 (2022): 1–

12. 

Kementerian Desa PDTT. “Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang 

Indeks Desa Membangun.” Jakarta, 2016, 1–65. 



118 

 

http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pemban

gunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_22_tahun_2016. 

Mawada, K. A. (2022). Efektifitas Kinerja Pemerintahan Desa Dalam 

Merealisasikan Program-Program Pembangunan Desa. 

digilib.unila.ac.id. 

Muadi, S. (2016). Konsep Dan Teori Perumusan Kebijakan Public. Jurnal 

Review Public. 

Muhammadong. Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam. 

Edukasi Mitra Grafika. Vol. 4, 2017. 

https://doi.org/10.24090/mnh.v4i1.3664. 

Neneng Siti Maryam. “Mewujudkan Good Governance Melalui 

Pelayanan Publik.” Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi 1, no. 1 

(2016): 1–18. https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67. 

Nomaini, Faisal. “Evaluasi Indeks Ketahanan Sosial Sebagai Bagian Dari 

Penerapan Program Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Ogan 

Ilir Abstrak Utama Pemerintah . Pemerintah Telah Banyak 

Mencanangkan Berbagai Kesejahteraan , Kemakmuran , Dan 

Kemandirian Yang Maksimal . Berba.” Jurnal Empirika 4 (2019): 

19–32. 

Nomaini, Faisal, Muhammad Husni Thamrin, and Oemar Madri 

Bafadhal. “Indeks Ketahanan Lingkungan Sebagai Bukti Pembuatan 

Kebijakan: Sebuah Sosialisasi Evidence-Based Policy Di Desa 

Lorok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir.” 

PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat 6, 

no. 4 (2021): 382–90. 



119 

 

https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v6i4.1849. 

Nurfatima, M. Taufan B., and Muhammad Taufik. “Kewenangan Kepala 

Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fikih 

Siyasah.” Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara 3, no. 2 (2022): 

211–36. https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v3i2.45. 

NurKholbi, Dimas. “Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses 

Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia.” 

Digilib.Uinsby.Ac.Id, 2019, 1–143. 

Nurcholis, D. D. (2016). Konsep Dan Teori Pembangunan. Pustidaka 

Pelajar. 

Perdana, M. Z. (2022). Epektivitas Penerapan Permendagri Nomor 46 

Tahun 2016 Bab 3 Pasal 3 Nomor Urut 2 Tentang Laporan Kepala 

Desa Dan Pembangunan Pembinaan Serta Pemberdayaan 

Masyarakat. repository.uinbanten.ac.id. 

Putra, Hendi Sandi. “Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan 

Good Governace Desa Kali Belo Kabupaten Kediri.” Jurnal Politik 

Muda (Repository.Unair.Ac.Id) 2, no. 6 (2017): 1–19. 

https://doi.org/10.1089/bfm.2010.9977. 

Propil Desa Cibarengkok. (t.thn.). 

Putri, L. S. (2016). Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa. 

Jurnal Legislasi Indonesia. 

R.I., K. (t.thn.). Qur'an Kemenag. quran.kemenag.go.id. 

Rahmat, D. R. (2022). Efektivitas Kinerja Aparatur Desa Dalam 

Pelayanan Public Pada Kantor Desa Manis Kecamatan Pulau 

Rakyat Kabupaten Asahan. repository.uma.ac.id. 



120 

 

Ricky W, M. R. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan 

Pembangunan. Jurnal Imu Social Dan Hukum. 

Rusyan, H. A. (2018). Membangun Efektifitas Kinerja Kepala Desa. 

Jakarta: Bumi Aksara. 

Republik, Presiden. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa. 2014. Jakarta: Bumi Aksara.,” no. 1 

(2014). 

Setiawan, Zenal Setiawan Zenal. “Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah.” Jurnal 

Cerdas Hukum 2, no. 1 (2023): 68–75. 

Setyowati, Eka. “Tata Kelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks 

Desa Membangun (Idm): Studi Tiga Desa Di Kabupaten Malang.” 

JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 9, no. 2 (2019): 170–88. 

Soeprapto, H. R. Riyadi. “Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah 

Menuju Good Governance.” Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 

2006, 1–45. 

Susila Wibawa, Kadek Cahya. “Mengembangkan Partisipasi Masyarakat 

Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk 

Pembangunan Berkelanjutan.” Administrative Law and Governance 

Journal 2, no. 1 (2019): 79–92. https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.79-

92. 

Sahir, S. H. (2021). Metodologi Penelitian. Bantul-Jogjakarta: 2021. 

Setyowati, E. (2019). Tatidakelola Pemerintahan Desa Pada Peradaban 

Indeks Desa Membangun (IDM) Studi Tiga Desa Di Kabupaten 

Malan. Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik (JISPO). 



121 

 

Setyowati, E. (2019). Tatidakelola Pemerintahan Desa Pada Peradaban 

Indeks Desa Membangun (IDM) Studi Tiga Desa Di Kabupaten 

Malan. JISPO. 

Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa,. Jurnal Ilmu Hukum. 

Sulaiman Kurdi, J. M. (2017). Konsep Taat Kepada Pemimpin (Ulil 

Amri) Di Dalam Surah An-Nisa : 59, Al-Anfal :46 Dan Al-

Maidah : 48-49 Analisis Tafsir Tafsir Al-Qurthubi, Al-Mishbah, 

Dan Ibnu Katsir. Journal of Islamic Law and Studies. 

Suprojo, W. H. (2016). Efektivitas Kinerja Kepala Desa Dalam 

Mewujudkan Visi Misi Pembangunan Desa. JISIP. 

Taufik, N. M. (2017). Efektivitas Kinerja Badan Narkotika Nasional 

Provinsi Lampung Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan 

Narkotika Dikalangan Pelajar Provinsi Lampung. 

digilib.unila.ac.id. 

Tambunan, Beni Haryanto, Marlon Sihombing, and R Hamdani Harahap. 

“Peranan Dana Desa Dalam Pengembangan Indeks Desa 

Membangun Di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang 

Provinsi Sumatera Utara.” Perspektif 9, no. 2 (2020): 439–46. 

https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3942. 

Utomo, Pudjo, and Yurida zakky Umami. “Covid-19 Versus Mudik 

Telaah Tentang Efektivitas Kebijakan Pelarangan Mudik Lebaran 

Pada Masa Pandemi Covid-19.” Qistie 14, no. 1 (2021): 111. 

https://doi.org/10.31942/jqi.v14i1.4496. 

Umami, P. U. (t.thn.). Covid 19 Versusu Mudik Telaah Tentang 

Efektivitas Kebijakan Pelanggaran Mudik Lebaran Pada Masa 

Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu Hukum QISTIE. 



122 

 

Wahyu, R. D. (2021). Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Pelaksanaan 

Pembangunan Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten 

Kampar Persefektif Fiqih Siyasah. respository.uim-suka.ac.id.  

Weni Indra wati, D. I. (2017). Efektivitas Kinerja Aparatur Desa Dalam 

Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Di Desa Tenggulangin. 

Jurnal Kultur Demokrasi. 

Wijoyo, S. (2009). Otonomi Tanpa Politik Ekologi (Catatan Atas 

Dinamika Otoda). Airlangga University Press. 

Yasril, Yazid, and Alhidayatillah Nur. “Partisipasi Masyarakat Dalam 

Pemberdayaan Lingkungan.” Jurnal Dakwah Risalah 28, no. 1 

(2018): 1. https://doi.org/10.24014/jdr.v28i1.5538. 

Yunus, Nur Rohim. “Menciptidakan Good and Clean Government 

Berbasis Syariah Islamiyah Dalam Tatidakelola Pemerintahan Republik 

Indonesia.” Nur El-Islam Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan 3, 

no. 1 (2016): 143–75 

 

Undang-Undang 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

Permendes Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun 

(IDM) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Aparatur Desa 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintah 

Peraturan Mentri Dalam Negeri No 14 Tahun 2016 Tentang Kewenangan 

Desa 

  



123 

 

Al-Qur’an Dan Hadis 

Al-Qur’an Surah An-Nisa; Ayat 59 

Al-Qur’an Surah Sad; ayat 26 

Al-Qur’an Surah An-Nisa; 58 

Al-Qur’an Surah As-Syura; 38 

Al-Qur’an Surah At-Taubah : 122 

Hadis Tentang Pemimpin Bertanggung Jawab Atas Kepemimpinannya 

 

 


